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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN
GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGEA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA
PUSAT PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PUSAT JAJANAN
KULINER DAN CENDERAMATA YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti refocusing kegiatan dan
realokasi anggaran untuk percepatan _penanganan
Corona Virus Disease 2019 (CO'VID-lQ), perlu
raenyesuaikan alokasi daerah dan anggaran penerima
dana tugas pembantuan kegiatan
pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa
pusat promosi produk unggulan daerah dan pusat
jajanan kuliner dan cenderamata sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40
Tahun 2021 tentang Penugasan Gubernur atau
Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan

Pembahgunan/Revitalisasi Sarana - Perdagangan



Mengingat

2

Berupa Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah dan
Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata yang Didanai
Melalui Dana Tugas Pembantuan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menter1 Perdagangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2021
tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota
dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan /Revitalisasi Sarana Perdagangan
Berupa Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah dan
Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata yang Didanai
Melalui Dana  Tugas Pembantuan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2021;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6.

8.

9.

1D.
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12.
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6570);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan



13.

14.

15.

l16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6641);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/
PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1190);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2021
tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka
Pelaksanaan  Kegiatan = Pembangunan/Revitalisasi
Sarana Perdagangan Berupa Pusat Promosi Produk
Unggulan Daerah dan Pusat Jajanan Kuliner dan
Cenderamata yang Didanai Melalui Dana Tugas

Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Menetapkan

-5-

Negara Tahun Anggaran 202 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG
PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN
BERUPA PUSAT PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH
DAN PUSAT JAJANAN KULINER DAN CENDERAMATA
YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal |
Ketentuan dalam Lampiran [ Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan
Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana
Perdagangan Berupa Pusat Promosi Produk Unggulan
Daerah dan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata yang
Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
754) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peratuan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1077

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,

~

-———-"'—-'-—
Sri Hariyati



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
40 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU
BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA PERDAGANGAN BERUPA PUSAT
PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PUSAT JAJANAN
KULINER DAN CENDERAMATA YANG DIDANAI MELALUI DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PERDAGANGAN BERUPA PUSAT
PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PUSAT JAJANAN KULINER
DAN CENDERAMATA YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

PUSAT JAJANAN KULINER DAN CENDERAMATA

NO

PENERIMA TUGAS DESTINASI WISATA

Provinsi Sulawesi Utara

Wisata Likupang, Kecamatan

Kabupaten Minahasa Utara : .\ 1
Airmadidi

Provinsi Maluku Utara

Kabupaten Kepulauan Morotai Kepulauan Morotai

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,
A i

Sri-Hariyati



